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b.

bahwa untuk memberikan pelayanan data dan informasi

penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat yang

cepat, tepat dan sederhana, perlu dibentuk Strulrtur Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan
pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umuo Kabupaten

Grobogan;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2015

tentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pengangkatan,

susunan struktur dan uraian tugas PPID diatur lebih

lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten;

,|



Meaglngat

c. bahwa terdapat pergantian personil Struktur Organisasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;

d. bahwa untuk maksud tersebut di atas Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan menetapkan Keputusan tentang

Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Grobogan Nomor : 86A/PL.0.1.1-Kpt/3315/KPU-

KablXIl2OlS tentang Struktur Pejabat Pengelola Ioformasi

dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola

lnformasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2O08 tentang Informasi

dao Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubal dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 1 I Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan lrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (tcmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1, Tarnbahan l.cmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 61O9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 1 Tahun 2O 1O tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2O1O Nomor 99, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2019 tentang

Standar Layanan dal Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Keda Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 20O8

tentang Perubahan Peraturan Komisi PemiLihan Umum

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan UIaum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2O15

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilhan Umum,

Kooisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi In{ependen

Peuilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional

Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Pub[k Di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.



Memerhatikan

foaetegkaa :

I(! AIII !

rEDUA !

XETIGA :

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Nomor IC/PL.O1.1-BA/KPU.Kab/BAlVl2O2l tentang

Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Grobogan Nomor : 86A/PL.O.1.1-Kpt/3315/KPU-

Kab/X[/2OI8 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola

lnformasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSI(AN

PERUBAIIAIT XEPUTUSAN KOMISI PEIIILIIIAIT Ul[InI
I{ABUPATEN GRoBOGAN I{OMOR : 86A/PL.O.r.t-
(pt/331s/xPu-r<^blxu2ole TENTAI|G STBUI(TI R

PF^IAB.AT PEITGELOLA IIIFORMASI DAT DOKUUENTASI

(PPIDI DAIT PENGAITGKATAN PE'ABAT PEITGEIOIA

II|I]ORUASI DAIT DOKT'UENTASI (PPID} DI LTI{GKT'NGAI|

IIOuISI PEUILIHAN I'UIIM IUBI'PATEN OROBOOAX

Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkuogan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana terdapat

dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan

dalam keputusan ini;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan

tanggungjawab sebagaimana terdapat dalam lampiraa II yang

merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keputusan ini;

Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) sebagaimana tersebut dalam Diktum



,'t'N (;

KEDUA, kepada Ketua Komisi Pemilihan

Umum Grobogan;

XEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Purwodadi

pada tanggal 3 Mei 2O2L

KETUA,

rtd
AGI'NG SUTOPO

Salinan sesuai aslinya
UMUM



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Nomor : 9/PL.0. 1. 1-Kpt/331s/KPU-Kab lv /2021
Tanggal:3Mei2021

STRITXTI'R ORGANISASI
PA'ABAT PEITGEI,OLII IITFORUASI DAIT DOXIIMENTASI (PPIDI

DI LIXGXI'NGAN KOIIISI PEUILIIIAIY T'![UIT KABI'PATETV GROBOGAII

PEMBINA
KOiIISIONER KPU }GB.GROBOGAN :

L iqgung Sutopo, S.Pi (Ketua)
2. Suwlknyo, S.Pd.l (Anggota)
t. Ngatlman, SE (Anggota)
4. mohtmmed Machruz, ST

(tuggotal
t. Sqllrtyodnl, SP (Anggota)

ATASAN PPIO
Amln l{ul Hatta, S,Sos ( Sekretaris )

PPID
Horl Prasetlyo, S.Sos

( tOrubbeg Telnlr dan Hupmas)

TItrI PENGHUBUNG
Dandy S.ty.wan, S.lP

Adi Grlis Pambudi. S.H.

OESK PELAYANAN
Pramudya Kurniawan, SE

Fadlilah Qutota Ngaeni, SH
ungki maharani, S.Pt
Utami tugiasih, SE

Scnla Candrasad, SE-

SEK
Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
N GROBOGAN

XETUA

Ttd
t Hukum

slltiRtT

i\

trU\ (

KA S

AGUNG SUTOPO

TIM PERTIiIBANGAN
1. Ngatiman, SE (Divirl

Parmat, Sordlkloh drn 5P11
2. Moh luachruz, 8T (oivlrl

PerEncanaan, Data dan
lntormasi)

3. Amln Nur tlatt , S.Sor
(Sekrctaris)

4. Tri Hadantl, SE (tGsubbag
Program ftn Data)



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Nomor : 9/PL.0.1. 1-Kpt/331S/KPU-Kab lV /2021
Tanggal:.3Mei2021

ITRAIAI TUGAS, WEWEilANG DAI{ TAITGGUIVC'.rAWAB
PATABAT PENGTLOLA TNFORMASI DAN DOKUMEIITAST (PPrDl

DI LINGXI'NGAX KOMISI PEMILIHAN UMIIM I(ABTIPATEN GBOBOGAI

NO STRT'KTUR PPID TUGAS,WEWENAITG DAN TA"ITGGI'IV(NAWAI

I PEMBINA PPID a. Menetapkan dan mengawasi kebijakan
akses publik di lingkungan KPU Kabupaten
Grobogan.

b. Memberikan araharr dan pembinaan atas
pengelolaan informasi dan dokumentasi
publik di lingkungan KPU Kabupaten
Grobogan.

c. Menetapkan keputusan uji konsekuensi
d. Melakukan pembinaan pada PPID

2 TIM PERTIMBANGAN
PELAYANAN INFORMASI

Pemberial pertimbangan atas informasl yang
dikecualikan, pe rtLnbangan atas keberatan,
dan penyelesaian sengketa informasi di
lingkungan KPU Kabupaten Ggobogan.

3 ATASAN PPID

4 PPID a. Merencanakan, mengorganisasikan,
melaksanakan, mengawasi, dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dan pelayanan Informasi

a. Mengarahkan atas berbagai persoalan yang
terkait dengan pelaksanaan pelayanan
informasi publik di lingkungan KPU
Kabupaten Grobogan.

b. Memutuskan dan mengevaluasi kebljakan
akses informasi

c. Menyelesaikan masalah terkait pelayanan
informasi

d. MengevaJuasi kinerja pada strulrhrr tata
kelola informasi

e. Memastikan pelayanan informasi sesuai
aturan



Publik di lingkungan Sekretariat KPU
Kabupaten Grobogan.

b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh
unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU
Kabupaten Grobogan.

c. Menata dan menyimpan Informasi Publik
yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat
KPU Kabupaten Grobogan.

d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik
yang termasuk dalarn kategori Informasi
yang dikecualikan.

e. Menyelesaikan sengketa pelayanan
Informasi bersama sub b^gan hukum.

f. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan
melibatkan pimpinan masing-masing unit.

KETUA,

Ttd

AGIING SUTOPO
SEK

Salinan sesuai dengan aslinya
MISI PEMILIHAN UMUM

GROBOGAN
Hukum

5 TIM PENGHUBUNG
PEMEDIA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

a. Melaksanakan kegiatan pelayanan
Informasi kepada publik.

b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut
serta membangun sistem Informasi yang
dikuasai masing-masing sub bagian.

c. Mengoordinasikan penyele saran sengketa
hukum yang berkenaan dengan masalah
Informasi publik.

6 DESK PELAYANAN
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

Memberikan pelayanan teknis serta
berkoordinasi dan meminta bantuan tim
penghubung layanan Informasi dan
dokumentasi pada KPU Kabupaten Qlobogan.

sIKRt)T
S


